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a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Daerah  Nomor Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo.
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200_3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentar}g
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ter_ltang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomc_)r
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2016
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2016;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI PESISIR  SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 108.915.294.627,74
b. Dana Perimbangan Rp. 1.138.073.082.431,00
c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah Rp. 200.952.480.374.00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.457.940.857.432,74

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 731.128.161.449,00
2) Belanja Bunga Rp.  2.810.847.752,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 13.461.518.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 113.395.000,00

6) Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/

Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 2.036.077.534,00
7) Belanja Bantuan Keuangan pada Kab/

Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 205.043.594.582,62
8) Belanja tidak Terduga Rp.  1.437.379.500.,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 956.030.973.817,62

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 57.284.282.531,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 203.337.560.361,00
3) Belanja Modal Rp. 283.996.331.635,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 544.618.174.527,00
Total Belanja Rp.1.500.649.148.344,62
Surplus / (Defisit) Rp. (42.708.290.911,88)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 177.880.000.325,85
b. Pengeluaran Rp. 20.785.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 157.095.000.325,85




Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun berkenaan Rp. 114.386.709.413,97

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dala'lm Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran

Y Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Diundangkan di Painan

pada tanggal 7 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ER|[IZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .1%



